
  

 

 

 
 

      

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI  KENDAL 

NOMOR  16  TAHUN  2017  
 

TENTANG 

 
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI 

JALAN UMUM DI KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan tempat 

rekreasi dan olah raga di Kabupaten Kendal, maka sesuai 
Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal 

tanggal 23 Januari 2017 perihal Perubahan Retribusi 
Tempat Tarif Parkir tepi Jalan Umum di Kabupaten Kendal, 
berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, perlu 

melakukan peninjauan kembali dengan mengubah besaran 
tarif retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum di 

Kabupaten Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian di Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Parkir 
di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kendal; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14,  dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 
Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C 
No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 138); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2015 Nomor 10 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor149 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor      
157 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 ); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI 
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN 

UMUM DI KABUPATEN KENDAL.  
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
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dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
 

 

BAB II 

PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 2 
 

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di 
Daerah ditinjau kembali sehingga besaran tarif menjadi 
sebagai berikut: 

a. untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut : 

1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,00 
(Seribu  rupiah); 

2. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 2.000,00 
(Dua ribu rupiah); 

3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 
2.000,00 (Dua ribu rupiah); 

4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 

3.000,00 (Tiga ribu rupiah); dan 

5. kendaraan bermotor roda lebih dari enam sebesar Rp 

5.000,00 (Lima ribu rupiah). 

b. khusus untuk parkir yang lebih dari 1 (satu) hari, 
ditetapkan sebesar 2 (dua) kali ketentuan tarif 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

               

    Ditetapkan di Kendal 

    pada tanggal 29 Maret 2017 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 

Diundangkan di Kendal  

pada tanggal 29 Maret 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

 

BAMBANG DWIYONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 17 


